
MENGENAL KORUPSI



Menurut asal katanya,
korupsi berarti penyelewengan 

atau penyalahgunaan jabatan, 

demi kepentingan pribadi atau 

orang lain, termasuk keluarga 
dan kerabat.Apak

ah

UNDANG-UNDANG PTPK (Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi No. 31/1999 jo. UU no. 20/2001 
mengatur bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. 
Secara ringkas perbuatan tersebut dikelompokkan 
menjadi:
 
 1   Merugikan keuangan negara;

 2   Suap menyuap (istilah lain: sogokan atau pelicin);

 3   Penggelapan dalam jabatan; 

 4   Pemerasan; 

 5   Perbuatan curang; 

 6   Benturan kepentingan dalam pengadaan; 

 7   Gratifikasi (istilah lain: pemberian hadiah). 

KARENANYA,PEMBERANTASANNYA PUN
HARUS DILAKUKAN DENGAN
CARA-CARA LUAR BIASA !
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Pidana Penjara (minimal hukuman 3 tahun penjara hingga maksimal 20 tahun).

Pidana Denda (minimum denda Rp. 50 juta hingga Rp. 1 Milyar).

Pidana Tambahan yang antara lain berupa: perampasan barang, pembayaran uang 
pengganti (yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari 
tindak pidana korupsi), penutupan perusahaan untuk waktu tertentu, pencabutan 
hak tertentu atau keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan Pemerintah 
kepada Terpidana.

Dalam keadaan tertentu* terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 2 (Korupsi terkait 
kerugian keuangan Negara) dapat dijatuhi pidana mati.
* Keadaan tertentu adalah pemberantasan bagi pelaku tindak pidana korupsi bila tindak pidana tersebut 

dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu 
korupsi atau pada waktu Negara dalam krisis ekonomi dan moneter, terjadi bencana alam nasional, sebagai 
tindak pidana korupsi

SETIAP TINDAK PIDANA KORUPSI BISA DIJERAT HUKUMAN PENJARA DAN DENDA:

Berikut 

bentuk/jenis tindak pidana korupsi 
yang diatur dalam hukum formil 

Indonesia. 

Kerugian 
keuangan negara

Pasal 2, Pasal 3 UU 
UU PTPK*

PenyuapanPasal 5 ayat 1 huruf a, b,Pasal 13,                                      

Pasal 5 ayat (2),                    

Pasal 12 huruf a, b,Pasal 11,                                          

Pasal 6 ayat (1) huruf a,                             

Pasal 6 ayat (1) huruf 
a, b, Pasal 6 ayat (2),                             

Pasal 12 huruf c, d UU PTPK*

Pasal 12 B jo Pasal 
12 C 

UU PTPK*

PemerasanPasal 12 huruf e, g, f 
UU PTPK*

Penggelapan dalam jabatanPasal 8, Pasal 9,                                  

Pasal 10 huruf a, b dan cUU PTPK*

Perbuatan C
urang

Pasal 7 ayat (1) huruf a, b
, c, d, Pasal

 

7 ayat (2), Pasal 12 huruf h

UU PTPK*

Benturan Kepentingan 

dalam Pengadaan
Pasal 12 huruf I 

UU PTPK*

* UU PTPK = Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ada 2 pasal d
alam UU PTPK

yang m
engatur

 perbua
tan 

korupsi 
berkait

an deng
an 

kerugia
n keuan

gan neg
ara: 

Korupsi tidak hanya dalam bentuk uang. Hal-hal berikut ini juga termasuk korupsi:
Memakai fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi,menggunakan jam kantor untuk mengerjakan hal pribadi,memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi

Rumusan Pasal 2 apabila 
diuraikan unsur-unsur 
perbuatannya adalah: 

Setiap orang;

dengan melawan hukum;

memperkaya diri sendiri atau 
orang lain atau korporasi;

dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian 
negara. 

Rumusan Pasal 3 apabila diuraikan
 

unsur-unsur perbu
atannya adalah: 

Setiap orang;

dengan tujuan menguntungkan diri 

sendiri atau orang
 lain atau 

korporasi;

yang menyalahgunakan ke
wenangan, 

kesempatan, atau sarana
;

yang ada padanya 
karena jabatan 

atau kedudukan;

yang dapat merugikan keuangan
 

negara atau perek
onomian negara. 

Pasal 13,                                      

Pasal 5 ayat (2),                    Pasal 11,                                          

Pasal 6 ayat (1) huruf a,                             

a, b, Pasal 6 ayat (2),                             
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Pertam
a kali

melakuka
n korup

si,

biasany
a selalu

cari ala
san

KESEMPATA N

ALASAN

TE
KA

NA
N

Memiliki
kewenangan

Memiliki
keluargaKebanyakan

laki-laki

Keluarga ser
ing

dijadikan a
lasan untuk

melakukan k
orupsi

Sekali berhasilmelakukan korupsi, akanterus melakukannya kembalidan semakin banyakalasan dicari

KORUPSI DANA KESEHATAN

DANA PENDIDIKAN

Biaya kesehatandan harga obat
tinggi

Akses info
rmasi

tentang k
esehatan

reproduk
si tertutu

p

Angka kematian ibu di Indonesia mencapai 359 (tiga 
ratus lima puluh Sembilan) meninggal dunia per 
100.000 (seratus ribu) ibu hamil/melahirkan. Masih 
tingginya angka kematian ibu melahirkan ini, sangat 
memprihatinkan karena fakta ini, adalah yang 
tertinggi di kawasan Asia Tenggara 
(ASEAN).
(Indonesia Support Facility bahwa 
berdasarkan hasil survei 
Demografi dan Kesehatan 
Indonesia (SDKI) 2012).

Pak Surya seorang Kepala Sekolah SDN 02 Pagi di Kota X ditunjuk sebagai 

penanggung jawab pembagian bantuan operasional sekolah (BOS) untuk 

seluruh murid di SD tersebut. Dari hasil laporan masyarakat yang diterima 

dan pemeriksaan Kejaksaan diketahui bahwa absensi murid yang dilaporkan 

Pak Surya untuk murid SD kelas 1 s/d 6 selama 3 tahun 

terakhir terjadi kelebihan jumlah sebanyak 50 

orang. Berdasarkan perbuatan Pak Amir 

anggaran yang seharusnya dapat digunakan 

oleh siswa di sekolah lain atau keperluan 

pendidikan lainnya tidak dapat 

digunakan dan negara dirugikan 

sebesar Rp. 100 juta. 
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PENEBANGAN HUTAN

AKIBAT KORUPSI DAPAT TERBAWA SAMPAI 

KE ANAK-CUCU KITA

Perilaku koruptif aparat perizinan yang 

menerbitkan izin penebangan hutan di wilayah 

hutan lindung untuk perusahaan/perseorangan, bisa 

menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang 

sulit dipulihkan dengan cepat.

PUNGLI – KECIL TAPI AKIBATNYA MENGERIKAN

Biaya pengurusan
akte nikah mahal

Di Subang dan Indramayu
anak-anak perempuan
berumur 14 tahun

dibuatkan KTP
menjadi 19 tahun.

Dijual ke Batam,
Pekanbaru

Perdagangan
perempuan
merajalela

Banyak pasangan memilih menikah 
secara agama/adat
Perkawinan yang tidak tercatat 
mengakibat perempuan gampang 
jadi korban kekerasan dan 
penelantaran
Bisa mengalami kesulitan dalam 
memperolah akta kelahiran 
anaknya




